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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
FKP3.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
FORUM KOORDINASI POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan tentang Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan

Pertolongan;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6060);
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
820);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG FORUM KOORDINASI POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan
yang selanjutnya disingkat FKP3 adalah wadah bagi
Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan
komunikasi, koordinasi, dan konsultasi di bidang
Pencarian dan Pertolongan.

2. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi,
serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan
Pertolongan.

3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.

5. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana
teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
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Pasal 2

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
melaksanakan Pembinaan Potensi Pencarian dan
Petolongan melalui pengendalian dengan cara koordinasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyelenggaraan FKP3.

(3) Penyelenggaraan FKP3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

(4) Penyelenggaraan FKP3 tingkat pusat dan tingkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan
mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki
Potensi Pencarian dan Pertolongan.

(5) Penyelenggaraan FKP3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali

dalam setahun.

Pasal 3
Penyelenggaraan FKP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan
sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi

Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4
FKP3 mempunyai tugas mengoordinasikan Potensi Pencarian
dan Pertolongan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, FKP3 menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kegiatan;
b. penyelenggaraan rapat dan pertemuan lainnya;
c. pemberian saran dan masukan terkait kebijakan di
bidang Pencarian dan Pertolongan; dan

d. pelaksanaan evaluasi kegiatan.



